
WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

I{OMOR I{ TAIIUN 2O2O

TENTANG

AI{GGARAIT PENDAPATAT{ DAI{ BELANJA DAERAII
TAHUN A.ITGGARAI{ 2O2I

DENGAIT RAIIMAT TUHAN YANG MAI{A ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (l)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangar Daerah, walikota wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 kepada De\e'an Perwakilan Rakyat
Daera-h untuk memperolch persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diajukan sebagaimana dimaksud pada hurul a
merupakal perwujudan dari Rencana Keda
Pemerintah Daerah Tahun 2021 yaJ]g dijabarkan ke
dalam Kebijakan Umum Anggara-n Pendapatan dan
Belalja Daerah serta Priodtas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepal<ati Pemerintah Daerah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daeral pada
targgat 28 September 202O;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentaag Anggarar
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarar
2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OOl tentarg
Pembentukan Kota Batu (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20Ol Nomor 91, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambalan
Lembaraa Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l€mbaran Negara Republik
lndonesia Talun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona.l

{l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4

Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbanga! Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ta-rnbahart
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentarg Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(l.€mbaran Negara Republik lndonesia Ta]un 2015
Nomor 58, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah {kmbaran Negara Republik
lndonesia TaIun 2OOO Nomor 210, Tambahan
[.€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan t ayanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan La.yanan Umum (L€mbaran Negara
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Repu blik tndonesia Tahun 2012 Nomor 1,71,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

11. Peraturar Pemerintai Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Talun 2019 tentang
l,aporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambalan Lembarar Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (I€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan kmbaran NegaJa Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, teralhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (l€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5351);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (l€mbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 1,23,

Tambahart kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor l2 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengasasan Penl,elenggaraan
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O41);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dart
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O6,

Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentanB
Pengelolaan Keualgan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42,
Tambahan l-embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2OO7 ter,tar,g Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentanB
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Da.lam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Da.lam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
20 17 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuarlgajl
Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggundawaban
Dana Operasiona.l;

22. Perat\ran Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertarggungia\,vaban PengSunaan Bantuar
Keuangan Partai Politik;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belarja Daerah Tahun Anggaran
2021;

24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (L€mbaran
Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/B);

25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(L€mbaran Daera} Kota Batu Tahun 2010 Nomor
1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2020 tenta,]g
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor
8 Ta}un 2010 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2020 Nomor 6/C);
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26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkt (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/C);

27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2O1O

tentang R€tribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kota Batu Tahun 2O1O Nomor 5/C) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (kmbaran Daerah
Kota Batu Tahun 2O2O Nomor 5/C);

28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelal'anan Persampahan/
Kebersihan (l,embaran Daerah Kota Batu Tahun
201O Nomor 6/C);

29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011
tentang lzin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2Ol1 Nomor 1/E);

30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011
tentang lzin Mendirika-n Bangunan;

31. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(lrmbaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor
2/t);

32. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (kmbarar
Daeral Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/C;

33. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2Ol2
tentang Rencana Pembalgunan Jangka Panjang
Daerah Kota Batu Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E);

34. Peratura-n Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu
kepada PT Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota
Batu Tahun 2012 Nomor 4/A);

35. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (L€mbaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5/D);

36. Peraturan Daerair Kota Batu Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perseroan Terbatas Batu Wisqta Resource
(t embaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor
6tD;

37. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan
Terbatas Batu Wisata Resource (I€mbaran Daerah
Kota Batu Talun 2016 Nomor 7/A);

38. Peraturan Daerah Kofz. Batu Nomor 1 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratjf Pimpinan
darl ,Anggota Dewan Pent akilan Ral,+,at Daerah
(l,embaran Daerah Kota Batu Tahun 2Ol7 Nomor
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1,/A) sebagaimala telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Batu Nomor Tahun 2020 tentang
Perubahar atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor
1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Batu Tahun 2O2O Nomor /A);

39. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembalgunan JanSka Menengah
Daerah Tahun 2Ol7-2O22 (l,embaran Daerah Kota
Batu Tahun 2018 Nomor 3/D);

40. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Among Tirto Kota Batu (l,embaran Daerah Kota Batu
Tahun 2018 Nomor 71lD);

41. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2018
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Arnong Tirto Kota Batu
(I,€mharan Daerah Kota Batu Tahun 2O18 Nomor
e lA);

42. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019
tentanB Pajak Daerah (I€mbaran Daerah Kota Batu
Tahun 2019 Nomor 7/Bl;

43. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum
(l.embaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor
3 /E);

DeEgan PersetuJuan Berrama
DEWAN PERWAXILAIiI RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan
WALIKOTA BATU

MEMUTUSXAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAII TEI{TANG AIIGGARAN
PENDAPATAIT DAI{ BELA JA DAERAH TAIIUI
ANGGARA.IT 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yalg dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerint h Kota Batu.
3. Watikota adalah walikota Batu.
4. Satuan Keda Perangkat Daerah yarg selanjutnya

disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah selaku penSSuna

anggaran / pengguna barang dan melaksana.l(an
pengelolaan keuangan daerah.
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5. Anggaran Pendapatafl dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

Pasal 2

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar
Rp994.77O.629 182,0O (sembilar ratus sembilan puluh
deLapan milia.r tujuh ratus tujuh putuh juta enam ratus
dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua
rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. l,€,in-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp2O0.O0O.0O0.0O0,OO {dua ratus miliar rupia}),
yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil PenBelolaan Kekayaan DaeraI yang

Dipisahkan; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagairnana dima-ksud pada ayat (1)

huruf a direncanalan sebesar Rp 149.524.960.017,OO
(seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus dua
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(1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belarja Daerah,
dan Pembiayaan Daerah.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjurnlah
Rp 1.093.008.a36.047,00 (satu triliun sembilan putuh
tiga milyar delapan juta empat ratus tiga puluh enam
ribu empat puluh tujuh rupiah) terdiri atas
Pendapatan Daerah, Bela:rja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah dengan rincian sebagai bedkut:
a. Pendapatan Daerah Rp 998.770.629. f82,OO
b. BelanjaDaerah Rp 1.O87.361.986.047,00

Surplus/(Defisit) (Rp88.59 i.356.865,00)
c. Pembiayaan Daerah

l Penerima Rp94.237.8O6.865,OO
2. Pengeluaran Rp 5.6a6.a50.000,00
PembiayaanNetto Rp88.591.356,865,00
Sisa kbih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaajr RpO,OO



puluh empat juta sembiLan ratus enam puluh ribu
tujuh belas rupia.L).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat
(l) huruf b direncanakan sebesar
Rp18. 161.313.942,00 (delapan belas mr[ar seratus
enam puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu
sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daemh yang Dipisahkan
sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncarrakan sebesar Rp4 234.287.2O7,OO lempat
miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus
delapar puluh tujuh ribu dua ratus tujuh rupiah).

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp28.079.438.834,00 (dua
puluh delapan mrhar tujuh puluh sembilan juta
empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus
tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

(l) Pendapatan Tralsfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan seksar
Rp782.675.529. 182,00 (tujuh ratus delapan puluh
dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima
ratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan
puluh dua rupiah), yang terdfi atas:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
b. Pendapatan Transler Antar Daerah

(2) Pendapatan Tlansfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp689.973.686.000,00 (enam ratus delapan
puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh
tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu
rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp92.7o 1 .a43.142,OO (sembilafl puluh dua
miliar tujuh ratus satu juta delapan ratus empat
puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

PasEl 6

(1) f^ain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalan Pasa.l 3 huruf c direncanakan
sebesar Rp 16.O95.1OO.0OO,0O (enam belas miliar
sembilan puluh lima juta seratus ribu rupiah), yang
terdiri atas:
a. Pendapatan Hibah;
b. Dana Darurat; dan
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c. lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sehsar
Rp 16.095.10O.0OO,OO (enam belas milyar sembilan
puluh lima juta seratus ribu rupiah).

(3) Dana Da-rurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncarakan sebesar RpO,oO (nol rupiah).
(4) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar RpO,OO (nol rupiah).

Pa6al 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l
direncanakan sebesar Rp 1.087.36 r.986.047,00 (satu
triliun delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh
satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat
puluh tujuh rupiahl, yang terdiri atas:
a. BelanjaOperasional;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga; darr
d. Belanja Tranefer.

Pasal 8

Halaman 9 dafl 16 hlm-

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan
sebesar 813.534.106.685,00 (delapan ratus tiga belas
milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus enarn
ribu enam ratus delapan putuh lima rupiah), yang
terdiri atas:
a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Subsidi;
e. Belanja Hibah; dan
f. Belarja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pega$,ai sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a direncanakan sebesar Rp3A7 .664.239.677 ,OO

(tiga ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus
enam puluh empat juta dua ratus tiSa puluh
sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(3) Betarja Ba-rang dan Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp361.349.006.590,00 (tiga ratus enarl puluh satu
milyar tiga ratus empat puluh sembilal juta enam
ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).



(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurufc direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurufd direncanakan sebesar Rpo,O0 (nol rupiah).
(6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp5O.79O.63 l.6 18,OO
(lima puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta
enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus delapan
belas rupiah).

(7) Belarja Bantuan Sosial sebagaimara dimaksud pada
ayat (l) huruf f direncanakan seb€sar
Rp 13.730.228.800,00 (tiga belas milyar empat ratus
empat puluh delapan juta enam puluh empat ribu
ru piah).

Pagal 9

(l) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp161.666.917 477,00 (seratus enam puluh satu
milyar enam ratus enam puluh enam juta sembilan
ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh
rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi;
e. Belanja Modal Aset Tetap l,ainnya; dan
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

(2) Belanja Modal Tanai sebagaimana dimaksud pada
a5.at (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimara
dimaksud pada ayat (l) huruf b direncanakan
sebesar Rp31.583 .2O7 .753,OO (tiga puluh satu milyar
lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh
ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

(4) Belanja Modal Bangunan dan Cedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp55.725.8 56.562,00 (lima puluh lima
milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus
lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua
rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dart Irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp70.558 855.366,00 (tujuh
puluh milyar lima ratus lima puluh delapan luta
delapar ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam
puluh enam rupiah).
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(6) Belanja Modal Aset Tetap l,ainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf e direncanakan
sebesar Rp3.798.997.796,00 (tiga milyar tujuh ratus
sembilan puluh detrapan juta sembilan ratus
sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan
puluh enam rupiah).

{7) Belanja Modal Aset Tidak Be ujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direnca-nakan sebesar
RpO,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar
Rp I O.848.585.O89,O0 (sepuluh miliar delapan ratus
empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima
ribu delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 11

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Angga-ran 2021
direncanakan sebesar Rp88-591.356.865,00 (delapan
puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta
tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam
puluh hma rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaal Pembia),aar; dar
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(l) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar
Rp101 3I2.376.796,00 (seratus satu miliar tiga ratus
dua belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu
tujuh ratus sembilan puluh enam mpiah), yang
terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belarja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) huruf a direncanakan sebesar
Rp16.764.627.396,00 (enam belas miliar tujuh ratus
enam puluh delapan juta enarn ratus dua puluh
tujuh ribu tiga ratus sembilar puluh enam rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakar sebesar
Rp84.543.749.400,00 (delapan putuh empat miliar
Iima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat
puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

Halaman I I dari 16 hlm...



PaEal 13

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan
sebesar Rp94. 237. 806.865,00 (sembilan puluh empat
mihar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus
enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah),
yang terdiri atas:
a. Sisa l,ebih Perhitungal Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya;
b, Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan;
d. Penerimaar Pinjaman Daerah;
e. Penerimaan Kemba.li Pemberian Pinjaman

Daerah: dan
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan

Ketentuan Peraturar Perundang-Undangan.
(2) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya sebagaimala dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp94. 237. 806. 865,00
(sembilan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh
tujuh juta delapan ratus enam ribu delapan ratus
enam puluh lima rupiah).

(3) Pencairan Dana Cadalgal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncana.kan sebesar RpO,OO

(nol rupia}t).
(4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkarr

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar RpO,00 (nol rupiah).

(6) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daeral
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul e

direnca-nakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(7) Peneimaanl Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar RpO,O0 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan
sebesar Rps.646.45O.OO0,00 (lima miliar enam ratus
empat puluh enam juta empat ratus tima puluh ribu
rupiah), yang terdiri atas:
a. Pembentukan DaIa Cadangan;
b. Penyertaan Modal Daerah;
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c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh
Tempo;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Pembentukan Dana Cadarlgarl sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncarakal
sebesar Rp0,0O (nol ru piah).

(3) Penyertaar Modal Daera]: sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp5.646.45O.O00,00 (lima milia-r enam ratus empat
puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu
rupiah).

(4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
sebagaimara dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesa-r RpO,00
(nol rupiah).

(6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
sebegalmarra dirna-Lsud pada a)at (1) hurut e

direncanakar sebesar RpO,OO (nol rupiah).

Pagal 15

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya
surplus/(defisit) sebesar (Rp88.591.356.865,00)
(delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan
puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu
delapan ratus enam puluh lima rupiah).

(2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih
Penerimaal Pembiayaan terhadap Pengeluarart
Pembiayaal direncanakan sebesar
Rp88.59 1.356.865,00 {delapan puluh delapan miliar
lima ratus sembilan puiuh satu juta tiga ratus lima
puluh enam ribu delapan ratus en.rm puluh lima
rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperlual
mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukar
pengeluaran yalg belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021, der.gar, tata cara sesuai dengan cara terlebih
dahulu melakukan Perubahan Peraturan Wa'likota
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tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Rea.lisasi Angga-ran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. b€ncana alam, bencana nonalam, bencana sosial

dan/atau kejadian luar biasa:
b. pelaksalaal operasi pencarian dan pertolongan;

dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarala yang dapat

mengg:rnggu kegiatan pelayaran publik.
(3) Keadaan da-rurat sebagaimana dimaksud pada ayat

( I ) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aldivitas

Pemerintah Daerah dan Lidak dapat
diprediksikan sebelumnya ;

b. tidak diharapkan tedadi secara bemlang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah

Daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap

anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh keadaar darurat.

(4) Kepertuan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran bedalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaral daerah yang berada di luar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Paca.l 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2021
sebagaimana dima-ksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan da-ri

Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. tampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatar, Belanja, darr
Pembiayaan;
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2. l,ampiran II

3. Lampirar UI

5. L,ampiran V

6. Lampiran VI

8. lffpiran vlll

9. Lampiran tX

10. l"ampiran X

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;
Rincian .{PBD menurut Urusan
Pemerintalan Daerah. Orgarlisasi,
Program, Kegiatan, Sub KeBiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;
Rekapitul,asi Belanja Menurut Urusan
Pemerintalan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatar Beserta Keluarar;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusar
Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuargan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk
Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan Rancangan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS

dengan Rancangan APBD;
Sikronisasi Prograln Prioritas
Nasional dengan Program Prioritas
Daerah;
DaJtar Jumtah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Iajnnya;
Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah dan
Aset lain-l.ain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak
(multA Aears);
Da-ftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.

Lampiran Xl
Lampiran XII

13 l^ampiran XIII

14. Lampiran XIV

11.

12

l5
16

Lampiran XV
Lampiran XVI

Pasal l8

Ketentuan mengenai Penjabaran AnSgaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O21 diatur dalam
Peraturan Walikota.

Halaman l5 dari 16 hlm
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Pasal 19

Peraturan Daerah
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkal
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkar di Batu
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA BATU,

DEWAITTI RIIMPOKO

Diundangkan di Batu
pada talggal lo Desember 2020

DAERAII KOTA BATU,

EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2O2O NOMOR 14 /A
NoMoR REcrsrER PERATURAN DAERAH KorA BATU No roR 345- t4 /26?n
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(OIA SAIU
SINKRONISASI PROGAAIV PAD

TAHUN ANGGARAN 2021

)

I]N5L]R PENLN]AI]' !NL]5AN PI'!1ERI!TAHAN

PROCRAM PTNGITOLAAN KEU^NGAN DAEAII

IRO6RAM (TPE6AWAIAN DAL-RA

rENDl0l+r.l DAr,l PELATI,IaN

PROGRAM iTNGL[IBAN6AII SU

L]N'L]R PENCAWASAN UNUSAI\ PEI,lER NTAHAIi 09lC1 l2r

PRC6RAM PLNYELEN6CARAAN PINGAI!A5AN

PR06RAM PERUML]9AN I(TBI]A
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Lampiran X : PeratuEn DaeEh Kotr Batu
Nomor : 14 Tahun 2020
Tanqqal : 30 Desember 2020

KOTA BAIIIU
DAFTAR ]UIILAH PEGAWAI PER GOLONGAN DA]T PER JABATAN

TAHUI{ AI{GGARAIT 2021

GOLOIIGAII/RUAI{G
o

JU [ILAHIII TEflAGA
;ultcsro rf STAF

Pejabat ilegara 2 2
Golongan lv/e
Golmgan IVld 1 1

Golongan IV/c 19 6 25
Golmgan IVlb 3 30 1 124 158
Gdmqan Ma 1 57 29 150 2 219
JUt'{LAH GOTOi{GA]{ IV 24 87 30 280 423
Golooqan UI/d 29 237 91 r20 47t
Golongan III/C 1 76 208 264 549
Golorgan III/b 8 289 73 370
Golonqan IIVa 1 307 362 670
]UMLAH GOLOI{GAI{ III 30 322 895 ar9 2,056
Golofigan IVd 287 319
Golofiqan II/c 19 208 227
Golmgan IIlb 14 54 68
Golonqan II/a 5 4l 46
JUI'ILAH GOLONGAI{ II 70 590 560
Golongan I/d 33 33
Golongan I/c 13 13
Gdonqan I/b
Gdonoan I/a
JU LAH GOLO'{GAi{ I 46

TOTAL 25 lt7 352 1,245 LAST 3,L97

BAru,

Lampnan Perda APBD TA 2021 - Halafran 319 dan 32s Hrlanah

DEWAI{TI RUMPOKO

or
I II tv

2

46



lampiran XI ! Peraturan Daefah Kgta Batu
Nomor : 14 Tahun 2020
Tanggal : 30 Des€mber 2020

KOTA BATU
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUI{ ANGGARA 2O2T

No. Uraian .in.ian piutang Tahun pcigakuan
piutang

Piutahg Samp.i
deng.n akhirtahun

2019

P€rkhaan Penambdran
bhun 2020

Perkihan Pengurangan
tahun 2020

Perkiraan saldo akhir
tahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6

1 60,222,003,683.24PiutalE Pajak 1996-2019 68,708,557,873.00 142,324,148,873 3A 1s0,810,703,063.r3
2 PiutarE Retribusi 2007-2019 660,739,192.00 7,543,162,r95-4A 7,276,3@,246.77 927,537 ,140,71

Piutang Dana

PiutarE tain-lain
2019

2009-2019
30,121,728,)05.O0

2,47 4,702,500.00
14,010,379,230.80
2,193,106,265.54

30, 721,728,7 05.00
859 u2 522-91

14,010,379,230.80
1,807,966,242,63

Jumlah 102,565,12A,27 0.O0 t56,070,796,565.19 191,568,638,537.81

WALIKOTA BATUI

DEWANTI RUMPOKO

Lampiran Pdda APBo TA 2O2l Halaman 320 da.i 325 l-lalaman

3

4

76,967 ,846,297 .34



Lampiran XII: Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor : 14 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

D.r.r ttuluh Pslylrta Morbl
(lnvEbi) DE*.rr

llodd

2 a 1O=6_9 L2 l3=9'12

1 2012
2009 Trntdn! Pqy.rlzan Ndd
Pemenntah Kota Batu Kepada PT

9,559,185,250 9,559,185,250 9,559,165,250 9,559,185,250

2 2003

Peraturdn Oaeah Nomor 30 Tahun
2003 tqtang pqusahaan daaah air 6,124,566,4U t8,025,422,34A 5,646,450,000 23,677,472,148 23,O\A72,348 23,67! $72,va

3 1At6
P.rda Nmor 7 TEhun 2015 TdtalE

P$Frti.n fidd 6.A32,751,5A4 6,A12,753,5A4 5,832,753,584 6,831,753,5U

IUMLAH L,2A3,75L,651 34417,t6t,1a2 40,063,9t1.192 ,ur,o63.81L182 40,063811,1e2

KOTA BATU
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (IT{VESTASI) DAERAH

TAHUN A GGARAN 2O2T

WALIKOTA BATU,

Lampnan PeidaAPBDTA 2021 - Halanan 321 dad 325 Halaman

DEWA]ITI RUMPOXO

9,559,185,250

2,000,000,uru



tahpiran XIII Peraturan Daerah (ota Eatu
Nomor : 14 Tahun 2020
Tanqqal : 30 Desember 2020

KOTA BATU
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN OAN PENGURANGAN ASET LAIN-TAIN

TAHUN ANGGARAN 2021

Saldo pada Akhir Iahun
zo19

Perkiraan Penambahan
Tahun 2020 Penguranqan Tahun

Perkiraan Saldo pada Akhir
Tahun 2020

Aset Larn-Larn 3r,5r8,214,5s9.71 264 ,39/ ,f59.6A 16,65r,683.3/ 3r .755,960,236.02

1

l
lumlah 31,514,214,559.71 16,651,643.37 3Ltf 65,960,236.O2

WALIKOTA BATU,

OEWANTI RUMPOKO

I

264,397 ,359.6A



Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor : L4 Tahun 2020
Tanqgal : 30 Desember 2020

PEMERINTAH KOTA BATU
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DAt.AM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Nama SKPD Nama Sub Kegiatan LokasiSub
Kegiatan

Jomlah Anggaran Iahun 2020 (Rp) Jumlah Realisasi
sampai Dengan

AkhirTA 2020 (Rp)

lumlah Sisa Ansgardn yang
Dianggarakan dala Tahun Ini

(Rp)

Perubahan APBD
TA 2020 APBD TA 2021 Perubahan

APBD TA 2021
1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL

Batu, 2020

A BATU

L.mprrn p.rd. ATTLJD TA 2C2r rr.rrman323dar 3251lct:min

OEWANTI RUMPOKO

APAD TA 2O2O



Lampiran xll: Peratrlran Drerah Kotir Batu
Nomor i 14 Tahun 2020
Tanggal | 30 Desernber 2020

KOTA BATU
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN AI'IGGARAN 2021

No.
Tujuan Pemtentukan

Dana Cadanlan

Jumlah Dana
Cadang.n yang
dlrenctnakan

Stldo Alf,.al
(Rp)

Transfer dari K.s
Daerah

(Rp)

Transfer ke Kas
Daerah (Rp)

Seldo al6ir
(Rp)

sEt uana rang
Bdum

Dicrd.ngk r
(RD)

I 2 3 4 5 5 7 8 9

Jumlah

BATTJ,

Lampiran Perda APBD fA 2021 - Halaman 324 da. 325 Halaman

DEWANTI R,UiIPOKO

Dasar Hukufi
Pembentukan Dana

cadang.n



Lampiran XVI : Peraturln Daerah Kota Eahr
Nomor : 14 Tahun 2020
Tanqgal : 30 Desember 2020

KOTA BATU
DAFTAR PINJAMAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Iilo
sumbor

pinjaman
daerah

Ianggal /
Tahun

P€rjanjian
pinjafian /

lumlrh
PlnJ.man/
ilai olr|io.l
ObligiEi

lnngka rraktu
pinjaman
(tahun)

Persentase
bunga

dn am.n

Tuluan
P€rggunaan

pini.man

Jumlah Dembayaran bhun J Sisa Pe
Pokok

Pinjalnan Bunga Pini!nran
Daerah

Eunga

(Rp) (Rp) (RP) (Rp)
1 ! 5 6 I 10 ,.1.OO L2

BATU

Lampiran PerdaAPBD TA 2021 Halaman 325 da 325 Halaman

DEWANrI RUI{POKO

Dasar Hukum
Piniaman/
Obligasi

----- ----------------


